
WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa salah satu kontribusi penting untuk membiayai 
pembangunan daerah bagi peningkatan kemakmuran rakyat 
adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah 
melalui penerimaan pajak daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama 
ketentuan pada BAB IV penetapan pada muatan yang diatur 
dalam Peraturan Daerah tentang Pajak pada Pasal 95 ayat (1) 
Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) mengenai jenis Pajak 
Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Perda-Perda lama yang telah ada sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 perlu segera disesuaikan;

d. bahwa dengan adanya perubahan tarif penerangan jalan, dimana 
untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pajak Penerangan Jalan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perbahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3829);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaga NegaraRepublik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 
Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota 
Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai 
Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);



16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun  2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang  
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 
2011 Nomor 6  Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 
PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Dumai 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual 
Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan:
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan 
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian 
kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga 
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat 
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga 
satuan listrik yang berlaku di Wilayah Kota Dumai.

(3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif 
bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu 
disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya 
menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 5 % (lima 
persen).

(5) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, tarif Pajak 
penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3 % (tiga 
persen) .

(6) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak 
penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 % ( satu 
koma lima persen).

(7) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada harga satuan 
listrik/tarif dasar listrik yang berlaku untuk PLN.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Oktober 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

            SAID MUSTAFA
      
LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI B


